
 

 

 

 

BUPATI KULON PROGO 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 

NOMOR 40 TAHUN 2023          TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN,  SUSUNAN  ORGANISASI,  TUGAS,  FUNGSI, DAN  TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  DAERAH  PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa  untuk menyelenggarakan  pelayanan terpadu 

penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap 

perempuan dan anak dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota wajib membentuk Unit Pelakasana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang 

menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan 

pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kulon Progo tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak pada Dinas Sosial,  Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan 

Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta 

menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 

Nomor 101); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah  diubah terakhir  dengan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6792); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 451); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 32);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo       Nomor 

49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

100; 

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas 

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial,  Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS 

SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah  yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah UPTD Perlindungan 

Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial,  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu.  

3. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. 

4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas B. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN 

 

Pasal 3 

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

berkedudukan di bawah Dinas. 
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BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan 

dan Anak terdiri atas: 

a. Kepala UPT; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

(3) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V  

TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

UPTD 

 

Pasal 5 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai 

tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

 

Pasal 6 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 

5 mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan kegiatan UPTD; 

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan 

UPTD;  

c. menerima laporan atau penjangkauan Korban;  
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d. memberikan informasi tentang Hak Korban;  

e. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;  

f. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;  

g. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, 

Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan 

reintegrasi sosial;  

h. menyediakan layanan hukum;  

i. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;  

j. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara 

untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu 

dipenuhi segera;  

k. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang 

Disabilitas dan bekerja sama atas pemenuhan Hak 

Korban dengan lembaga lainnya;  

l. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur 

penegak hukum selama proses acara peradilan; 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas; 

n. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan, 

perlengkapan, kepegawaian   dan kehumasan; 

o. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional  

 

Pasal 7 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang 

keahlian. 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri dari 

sejumlah pejabat dan jenjang jabatan fungsional yang 

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub 

Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan 

oleh Kepala Dinas. 

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan 

sifat, jenis, dan beban tugas. 

(5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

TATA KERJA 

 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi 

sesuai bidang tugas masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala memberikan 

bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki 

jabatan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

 

Diundangkan di Wates 

pada tanggal 28 Februari 2023..................  

           SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 

 

           Cap/ttd 

 

TRIYONO 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2023 NOMOR 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wates 

Pada tanggal 28 Februari 2023      

Pj. BUPATI KULON PROGO, 

 

                  Cap/ttd 

 

TRI SAKTIYANA 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD  PERLINDUNGAN  

PEREMPUAN DAN ANAK 

 

 

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wates, 28 Februari 2023 

Pj. BUPATI KULON PROGO, 

 

  Cap/ttd 

 

TRI SAKTIYANA 

LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 

NOMOR 40 TAHUN 2023 

TENTANG  

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  DAERAH  (UPTD) 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
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